MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88
TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI,
PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA
DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Barang
Milik Negara pada tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal,
perlu  melakukan penyempurnaan pada Struktur
Organisasi Unit Akuntansi Keuangan dan Unit
Akuntansi Barang Milik Negara;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Struktur Organisasi Unit Akuntansi, Penanggung
Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara dan
Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;



Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);



10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2137);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2158);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2018
tentang  Struktur  Organisasi  Unit  Akuntansi,
Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik
Negara dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di
Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1477).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI, PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN
KEUANGAN/ BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR
SISTEM AKUNTANSI  INSTANSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran I Nomor II dan Lampiran I
Nomor II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun
2018 tentang  Struktur Organisasi Unit Akuntansi,
Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara
dan Operator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan
Kementerian  Perdagangan  diubah  sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, @ memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 921

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI INSTANSI, PENANGGUNG JAWAB
PELAPORAN KEUANGAN/BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI
INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

II. TINGKAT ESELON II SEKRETARIAT JENDERAL

Keterangan: MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
e UAPPA-E1 : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon 1

+ UAKPA ¢ Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

¢ UAKPA-H : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Harian

Biro Keuangan, Biro Advokasi Perdagangan, Komite Pengamanan Perdagangan
Indonesia, dan Komite Anti Dumping Indonesia

il Atase, Konsul Perdagangan dan Dubes WTO

% 19ITPC



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI INSTANSI, PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN
KEUANGAN/ BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

II. TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL

Keterangan: MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
e UAPPB-E1 : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Eselon 1
+ UAKPB : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dengan aslinya
e UAKPB-H : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Harian Henderal ttd.
. Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Advokasi Perdagangan, Komite Pengamanan rdagangan
Perdagangan Indonesia, dan Komite Anti Dumping Indonesia ukum,
w* Atase, Konsul Perdagangan dan Dubes WTO

ARIYATI



